
 

 

 

BUPATI  TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI TEGAL 

NOMOR  70  TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN  

PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEGAL, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan bagi 

masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik 

khususnya pelayanan kesehatan yang berdaya guna 

dan berkesinambungan dibutuhkan pegawai yang 

kompeten, professional dan guna meningkatkan kinerja 

operasional, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi 

sesuai dengan tujuan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

  b.  bahwa untuk menjamin arah, landasan hukum dan 

kepastian hukum dalam pengelolaan pegawai badan 

layanan umum daerah maka diperlukan pengaturan 

mengenai pedoman Pegawai Badan Layanan Umum 

Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi; 

  c.  bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, Perangkat Daerah yang 

menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan 

umum daerah dapat mengangkat Pegawai Badan 

Layanan Umum Daerah sesuai dengan kebutuhan, 

profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan 

prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu 



 

menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman 

Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Di 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 

  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah dibuah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 

  5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan     :    PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 



 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian pengelolaan 

Daerah pada umumnya. 

5. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten 

Tegal yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah yaitu RSUD Suradadi. 

6. Direktur adalah Direktur RSUD Suradadi. 

7. Pemindahan adalah mutasi Pengelolaan Pegawai Badan Layanan 

Umum Daerah yang dilakukan secara internal RSUD Suradadi. 

8. Penggajian adalah penghasilan yang berhak diterima oleh Pengelolaan 

Pegawai Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan pekerjaan 

dan tanggungjawabnya. 

9. Remunerasi adalah segala penerimaan atas imbalan jasa yang diterima 

oleh Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan/atau diberikan oleh 

RSUD Suradadi sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB II 

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI 

 

Pasal 2 

(1) Sumber daya manusia RSUD terdiri atas : 

a. pejabat pengelola; dan  

b. pegawai;  

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah 

pejabat badan layanan umum daerah yang bertanggung jawab 

terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan badan layanan 

umum daerah yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan 

Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan 

nomenklatur yang berlaku pada badan layanan umum daerah. 

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pegawai 

rumah sakit umum daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang menyelenggarakan 

kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD. 

(4) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD dapat berasal dari: 

a. aparatur sipil negara; dan 

b. pegawai badan layanan umum daerah, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya. 

(6) Tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan tenaga dari tenaga medis dan/atau dari tenaga kesehatan 

yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya; 



 

(7) RSUD dapat mengangkat Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. 

(8) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai 

dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan 

berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam 

meningkatkan pelayanan RSUD. 

(9) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara 

kontrak atau tetap dengan Keputusan Bupati. 

(10) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya 

sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling 

lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 

periode masa jabatan berikutnya. 

(11) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (9), untuk 

periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) 

tahun. 

(12) Pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan 

jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 

(13) Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan 

komposisi yang telah disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian. 

 

Pasal 3 

(1) Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan mulai dari: 

a. pengadaan; 

b. persyaratan; 

c. pengangkatan; 

d. penempatan; 

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, 

dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman, pendaftaran, 

seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim 

Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk dan 

diangkat oleh Direktur.  

(3) Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah didasarkan pada 

prinsip terbuka, efektif, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. 

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b yang 

harus dipenuhi oleh setiap Pelamar sebagai berikut: 

a. warga negara indonesi; 

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 

(tiga puluh lima) tahun; 

c. berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan catatan 

kepolisian (SKCK); 

d. berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan dokter; 

e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai aparatur 

sipil negara atau sebagai pegawai swasta; 



 

f. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai ASN; 

g. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; 

h. mempunyai surat tanda registtrasi yang berlaku (bagi tenaga 

kesehatan dan/atau tenaga penunjang kesehatan);dan 

i. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang 

diperlukan; 

(5) Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang telah 

dinyatakan lulus dan lolos sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 

(1) huruf c, ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu selama 1 (satu) tahun. 

(6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan dan didasarkan 

pada hasil penilaian kinerja pegawai BLUD yang bersangkutan.  
(7) Penempatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, ditentukan sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan dan jabatan dengan tetap mempertimbangan 

pada tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) 

huruf a. 
(8) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berstatus pegawai 

kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7), merupakan 

pegawai yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui 

apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan telah memenuhi syarat yang 

telah ditentukan.  

(10) Formasi kebutuhan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah disusun 

dengan mempertimbangkan: 

a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan; 

b. kemampuan pendapatan operasional; dan 

c. prasarana dan sarana yang tersedia. 

(11) Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berstatus pegawai tetap 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7), merupakan 

pengangkatan dari pegawai kontrak yang memenuhi persyaratan: 

a. formasi yang sangat dibutuhkan; 

b. mempunyai penilaian kinerja yang baik; 

c. telah dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi Pegawai Badan 

Layanan Umum Daerah; dan 

d. telah bekerja minimal 5 (lima) tahun secara berturut-turut sebagai 

Pegawai Badan Layanan Umum Daerah. 

(12) Proses Penerimaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk 

untuk Tenaga Profesional lainnya dari Tenaga Medis dan Tenaga 

Kesehatan sesuai dengan keahlian khusus yang dibutuhkan; 

(13) Keahlian khusus yang dibutuhkan bagi Tenaga Kesehatan 

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (12), sebagaimana berikut: 

a. penata anastesi dan/atau perawat asisten anastesi; 

b. perawat hemodialisa; 

c. perawat kamar bedah level III atau level IV;dan 

d. perawat ICU/PICU/NICU level II atau level III; 



 

BAB III 

SELEKSI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

Pasal  4 

(1) Untuk mendukung  pelayanan pada RSUD, Direktur dapat mengadakan 

Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki integritas dan 

kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban 

tugas/pekerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD. 

(2) Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dilakukan melalui 

tahapan: 

a. perencanaan; 

b. penetapan formasi dan kebutuhan; 

c. pengumuman lowongan; 

d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi; 

e. masa percobaan atau orientasi; dan  

f. pengangkatan. 

(3) Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah disesuaikan dengan 

formasi kebutuhan dan dilaksanakan oleh tim seleksi. 

(4) Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh RSUD melalui tim seleksi 

yang telah diangkat oleh Direktur.  

(5) Dalam melaksanakan pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum 

Daerah, RSUD dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang 

mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya 

manusia; 

(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 

berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(7) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. menyiapkan bahan ujian seleksi; 

b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi; 

c. menentukan tempat dan jadual seleksi; 

d. menyelenggarakan seleksi;dan 

e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi. 

 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan seleksi dan tes sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 

(1) dilakukan dengan tahapan: 

a. seleksi administrasi; 

b. ujian tertulis; 

c. ujian psikologi (apabila diperlukan/untuk formasi tertentu); 

d. ujian praktik (apabila diperlukan/untuk formasi tenaga medis, 

paramedis, dan tenaga penunjang medis);dan  

e. ujian wawancara. 



 

(2) Seluruh Calon Pegawai Badan Layanan Umum Daerah wajib mengikuti 

seluruh rangkaian tahapan seleksi dan tes sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

BAB IV 

PENGANGKATAN, MASA ORIENTASI DAN PENUGASAN  

 

 Pasal 6 

(1) Calon Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang telah dinyatakan 

lulus berdasarkan hasil seleksi dan ujian diangkat sebagai Pegawai 

Badan Layanan Umum Daerah.  

(2) Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana pada ayat (1) dapat 

dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. 

(3) Pengangkatan sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan 

Direktur; 

(4) Calon Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang dinyatakan lolos 

seleksi, selanjutnya mengikuti masa Orientasi paling sedikit 3 (tiga) 

bulan. 

(5) Selama masa orientasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), 

hubungan kerja dapat diakhiri tanpa kompensasi apapun apabila dinilai 

tidak dapat memenuhi kompetensi. 

(6) Selama masa orientasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah tidak 

berhak mendapatkan insentif pelayanan. 

(7) Kontrak sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (7) dilaksanakan paling 

singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 

(8) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (7) setelah memperoleh 

rekomendasi dari pejabat dan/atau atasan langsung. 

(9) Perpanjangan sebagaiamana dimaksud ayat (8) ditetapkan oleh 

Keputusan Direktur. 

 

 

Pasal 7 

(1) Pegawai Badan Layanan Umum Daerah ditugaskan oleh Direktur untuk 

melaksanakan tugas tertentu pada unit kerja/instalasi/bagian/bidang 

di RSUD. 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

mempertimbangkan dan memperhatikan: 

a. pendidikan; 

b. kompetensi; dan  

c. kebutuhan formasi pegawai. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA  

 

Bagian Kesatu  

Pembinaan dan Pengawasan 

 

Pasal 8 

(1) Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 

dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian 

kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembinaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, meliputi: 

a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi); 

b. pendidikan dan pelatihan; 

c. hukuman disiplin. 

(3) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) 

huruf c, meliputi : 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Penundaan gaji;dan 

d. Pemberhentian dengan tidak hormat; 

 

Bagian Kedua 

Penilaian Kinerja 

 

Pasal 9 

(1) Penilaian kinerja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan 

secara: 

a. objektif; 

b. terukur; 

c. akuntabel; 

d. partisipatif;dan 

e. transparan. 

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. 

(3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai; 

b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai;dan 

c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan. 

 

 



 

BAB III 

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK,  

PENGEMBANGAN DAN PENGHARGAAN  

 

Bagian Kesatu  

Kedudukan 

 

Pasal 10 

(1). Kedudukan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian 

dari Pegawai RSUD Suradadi. 

(2). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan RSUD 

Suradadi.  

 

Bagian Kedua  

Kewajiban 

 

Pasal 11 

(1). Setiap Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berkewajiban:  

a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 

kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;  

b. netral dari pengaruh partai politik dan organiasasi terlarang; 

c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa dan Negara Republik Indonesia;  

d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan RSUD 

Suradadi dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan;  

e. bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja RSUD sesuai 

dengan perjanjian kontrak kerjasama yang ditandatangani; 

f. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan 

g. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra 

positif RSUD. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.  

 

Bagian Ketiga  

Hak 

 

Pasal 12 

(1). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak menerima gaji setiap 

bulannya yang besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan 

RSUD Suradadi.  

(2). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak menerima remunerasi 

dari RSUD sebagai bentuk imbalan jasa.  



 

(3). Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD-RSUD 

Suradadi.  

(4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Direktur. 

(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pengembangan kompetensi 

diatur dengan Peraturan Direktur RSUD. 

(6). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak atas jaminan sosial; 

(7). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi jaminan 

kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja; 

(8). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah berhak mendapatkan cuti; 

(9). Cuti bagi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) adalah cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, 

cuti karena alasan penting; 

(10). Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk 

jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja dengan mengajukan permintaan 

cuti kepada Direktur RSUD Suradadi; 

(11). Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk waktu 

paling lama 1 (satu) tahun dengan dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter; 

(12). Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk 

jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan mengajukan permintaan cuti kepada 

Direktur RSUD Suradadi; 

(13). Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengajukan 

permintaan cuti kepada Direktur RSUD Suradadi dengan dilengkapi 

surat keterangan sakit atau surat keterangan meninggal dunia anggota 

keluarga; 

(14). Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang 

bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 

(delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan; 

(15). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah selama menjalankan cuti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap menerima haknya sebagai 

Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2);dan 

 

Pasal 13 

Pengaturan kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai 

dengan Pasal 16 dan hak kewajibannya lainnya dicantumkan dalam 

perjanjian kerja dengan Direktur RSUD Suradadi. 

  

Bagian Kelima 

Pengembangan 

 

Pasal 14 

(1). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat mengembangkan 

kompetensinya baik dengan pendidikan formal, non formal maupun 



 

dengan pelatihan dan/atau bimbingan teknis yang sesuai dengan 

jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2). Peningkatan kompetensi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 

sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan Pegawai Badan Layanan Umum 

Daerah mengajukan permohonan ijin kepada Direktur RSUD Suradadi; 

(3). Teknis dan alur peningkatan kompetensi Pegawai Badan Layanan Umum 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Direktur; 

 

Bagian Keempat  

Penghargaan 

 

Pasal 15 

(1). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan penghargaan 

atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja. 

(2). Tata cara pemberian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSUD Suradadi.  

 

Pasal 16 

(4). Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang meninggal dunia dalam 

melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.  

(5). Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Direktur RSUD Suradadi.  

 

BAB IV 

PEMBERHENTIAN DAN MASA PENSIUN 

 

Bagian Kesatu  

Pemberhentian 

 

Pasal 17 

(1) Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberhentikan: 

a. Dengan hormat, apabila: 

1. telah mencapai batas pensiun; 

2. berakhirnya perjanjian waktu tertentu (kontrak); 

3. mengajukan permohonan pengunduran diri; 

4. meninggal dunia; 

5. sakit berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan secara terus 

menerus;dan 

6. dalam masa percobaan. 

b. Dengan tidak hormat, apabila: 

1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan; 

2. mabuk, memakai atau menyalahgunakan zat adiktif; 

3. dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik RSUD; 



 

4. melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme; 

5. mangkir selama 1 (satu) bulan secara terus menerus tanpa 

keterangan  secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah 

dan telah menjalani pembinaan oleh pejabat yang berwenang 

dalam kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; dan 

6. dinyatakan bersalah dalam tindak pidana dengan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

(2) Kepada Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang diberhentikan 

dengan hormat, diberikan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua  

Pensiun 

 

Pasal 18 

(1) Batas usia pensiun Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD 

sebagaimana dimaksud adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.  

(2) Pengangkatan kembali Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) paling tinggi berusia 60 

(enam puluh) tahun. 

 

BAB V 

PENDANAAN 

 

Pasal 19 

(1) Penggajian  Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan 

Keputusan Direktur. 

(2) Anggaran belanja guna penggajian dan remunerasi Pegawai Badan 

Layanan Umum Daerah dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD. 

 

BAB VI 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

Pasal 20 

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Badan Layanan Umum Daerah 

dengan RSUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pembinaan Pegawai 



 

 

Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 

Suradadi Kabupaten Tegal; dan 

b. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Suradadi Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

 

Disahkan di Slawi 

pada tanggal 29 Desember 2025                

BUPATI TEGAL, 

 ttd. 

ISCHAK MAULANA ROHMAN 

 

 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal  29 Desember 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL 

 

ttd. 

 

AMIR MAKHMUD 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 72 
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